BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan Sebagai berikut:
Ketentuan upah kerja lembur diberikan pengusaha kepada pekerja dengan
ketentuan sesudah mencapai lebih dari 4 pelanggan atau dengan
mendapatkan pelanggan minimal 5 pelanggan dalam 1 hari jadi bukan dari
segi waktu akan tetapi dari segi mendapatkan pelanggan. Sedangkan
penerapan upah kerja lembur berhubungan dengan waktu kerja yang dalam
penerapannya dilakukan pengusaha tidaklah sama dengan yang ada dalam
perjanjian kerja bahwasannya dalam perjanjian kerja menyebutkan bahwa
karyawan mengakhiri pekerjaan mereka dengan mengikuti peraturan yang
disebutkan dalam undang-undang atau mengikuti peraturan pemerintah
yaitu delapan jam. Akan tetapi karyawan dilarang pulang sebelum jam
19.00 atau jam 7 malam.

Dalam Islam upah kerja lembur yang sepadan adalah upah yang dihasilkan
sesuai dengan jasa atau manfaat tenaga diberikan sesuai dengan waktu yang
kerja , sehingga apa yang diperoleh oleh pekerja adalah atas jasanya, akan
tetapi dalam penerapannya upah yang diberikan kepada para pekerja di PT

MNC Sky Vision tidak sesuai dengan apa yang ada dalam konsep hukum
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Islam dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim dikarenakan islam
sangat menghargai waktu dan tenaga seorang karyawan (buruh). Sedangkan
menurut UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan dalam pasal 78 ayat 2
bahwasannya pengusaha wajib membayar upah kerja lembur apabila pekerja
bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan pemerintah, akan tetapi
dalam ketentuan mengenai pengupahan kerja lembur di PT MNC Sky
Vision, pengusaha menggunakan aturan dengan cara mendapatkan
pelanggan bukan dari segi waktu, sekaligus pengusaha dalam penerapannya
mengenai waktu kerja pekerja juga berbeda dengan perjanjian yang
ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja, yang telah disebutkan dalam
perjanjian kerja bahwasannya pekerja mengakhiri pekerjaannya dalam waktu
sehari dengan mengikuti waktu kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah
akan tetapi dalam penerapannya pekerja ditugaskan bekerja sampai dengan
jam 19.00 yang dimulai dengan waktu kerja pukul 08.00, sehingga tidak bisa
diberlakukan kepada pekerja maka dari itu sesuai dengan pasal 78 ayat 1

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Problem perburuhan sangatlah rawan, oleh karenanya mudah sekali
digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai tujuan

kecurangan belaka untuk menghindari hal-hal yang demikian maka disarankan:
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Hendaknya pengusaha menganggap pekerja sebagai mitra kerja dan bukan
sebagai faktor modal.

Hendaknya pemerintah mempublikasikan secara transparan hak-hak dan
kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Pengusaha hendaknya berusaha menciptakan sistem upah kerja lembur yang
benar-benar aspiratif disesuaikan dengan waktu kerja yang ditentukan oleh

pemerintah, sehingga para pekerja dapat bekerja semaksimal mungkin.



